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BAB II
KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1
Kajian Pustaka
2.1.1
Pajak

Seiring dengan perkembangan perekonomian Indonesia akan diikuti pula dengan kebijakan-kebijakan dibidang pajak. Oleh karena itu, pajak merupakan fenomena yang selalu berkembang dimasyarakat.
Pajak mempunyai kontribusi cukup tinggi dalam penerimaan negara. Pada beberapa tahun terakhir ini, penerimaan dari sektor fiskal mempunyai proporsi lebih dari 50% penerimaan dari APBN. Berbagai kebijakan dalam bentuk ekstensifikasi dan intensifikasi telah dibuat oleh pemerintah untuk mencapai target penerimaan pajak. Kebijakan ini membawa pengaruh kepada masyarakat, dunia usaha, dan pihak-pihak yang berkaitan dengan pajak. Self Assessment System yang mengharuskan Wajib Pajak untuk proaktif menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak sendiri, menuntut semua pihak (termasuk pemungut/Pemotong Pajak) maupun memahami dan mengaplikasikan setiap peraturan pajak yang berlaku.

2.1.1.1
Pengertian Pajak
Pajak merupakan penerimaan negara yang paling utama dan paling besar hal untuk itu pajak merupakan hal yang paling penting dalam meningkatkan pembangunan nasional. Dibawah ini merupakan definisi pajak sebagai berikut:

Menurut Siti Resmi (2008:1), mengemukakan bahwa:
“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.
Sedangkan menurut Ony dkk (2008:15), mengemukakan bahwa:

(1).Ray M. Sommerfeld, Hershel M. Anderson, dan Horace R.Brock, pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan, yang ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan.
(2).Prof.Dr.Rochmat Soemitro SH, pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari sektor partikulir kesektor pemerintah) berdasarkan Undang-Undang (dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (tegen prestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum.

Berdasarkan kedua pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan pungutan yang berasal dari masyarakat yang manfaatnya tidak bisa dirasakan secara langsung, namun didalamnya memiliki tujuan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakatnya itu sendiri, yang cara pemungutannya diatur oleh Undang-Undang.
2.1.1.2
Fungsi Pajak

Fungsi pajak tidak terlepas dari tujuan pajak, sementara tujuan pajak tidak terlepas dari tujuan negara. Dengan demikian, tujuan pajak itu harus diselaraskan dengan tujuan negara yang menjadi landasan tujuan pemerintah. Tujuan pemerintah baik tujuan pajak maupun tujuan negara semua berakar pada tujuan masyarakat. Tujuan masyarakat inilah yang menjadi falsafah bangsa dan negara. Oleh karena itu tujuan dan fungsi pajak tidak terlepas dari tujuan dan fungsi negara yang mendasarinya.
Sebagaimana telah diketahui cirri-ciri yang melekat pada pengertian pajak dari berbagai definisi, terlihat adanya dua fungsi pajak, yaitu fungsi budgetair (Sumber Keuangan Negara) dan fungsi regulerend (Mengatur).

1. Fungsi budgetair (Sumber Keuangan Negara)

Menurut Siti Resmi (2008:3), mengemukakan bahwa:

“Pajak mempunyai fungsi budgetair, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara.
Sedangkan menurut Mardiasmo (2008:1), mengemukakan bahwa:

“Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya”.

Berdasarkan kedua pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pajak sebagai salah satu sumber penerimaan negara dengan mengukur sampai sejauh mana kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran negara.
2. Fungsi regulerend (Mengatur)

Menurut Siti Resmi (2008:3), mengemukakan bahwa:

“Pajak mempunyai fungsi mengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan”.

Sedangkan menurut Mardiasmo (2008:2) adalah sebagai berikut :

“Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Contoh :

1. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras.

2. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif.

3. Tarif pajak untuk ekspor sebesar 0%, untuk mendorong ekspor produk Indonesia dipasaran dunia”.
Berdasarkan kedua pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur dan mengarahkan masyarakat ke arah yang dikehendaki oleh pemerintah. Oleh karena itu fungsi mengatur sangat erat hubungannya dengan pemerintah untuk mengatur penerimaan pajaknya agar dapat digunakan secara efisien untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat.

2.1.1.3
Subjek dan Objek Pajak
1. Subjek Pajak


Subjek pajak diartikan sebagai orang yang dituju oleh Undang-Undang untuk dikenakan pajak.

Menurut Waluyo (2007:57), mengemukakan bahwa:

“Subjek pemungutan pajak, yaitu:
(a).Orang Pribadi

(b).Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan

(c).Badan

(d).Bentuk Usaha Tetap”.

Yang mana dibawah ini akan dijelaskan subjek pajak diatas sebagai berikut:

a. Orang Pribadi

Orang Pribadi sebagai subjek pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia maupun diluar Indonesia.
b. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan

Menggantikan yang berhak warisan yang belum terbagi dimaksud merupakan subjek pajak pengganti menggantikan mereka yang berhak yaitu sebagai ahli waris.

c. Badan

Badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi PT,CV, Perseroan lainnya, serta BUMS dan bentuk usaha apapun.
d. Bentuk Usaha Tetap

Bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau berada diluar Indonesia tidak lebih 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat dari kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia”.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa subjek pajak merupakan sebuah satuan dari masyarakat yang terdiri dari orang pribadi, warisan yang belum terbagi, badan, serta bentuk usaha tetap yang ada.
2. Objek Pajak


Objek pajak dapat diartikan sebagai sasaran pengenaan pajak dan dasar untuk menghitung pajak terutang.

Menurut Waluyo (2007:66), mengemukakan bahwa:

“Objek pemungutan pajak, yaitu:

1. Penghasilan;

2. Laba usaha;

3. Hadiah dari undian atau pekerjaan;

4. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta; dan

5. Deviden”.

Objek pajak merupakan sasaran pengenaan pajak dan dasar untuk menghitung pajak terutang, yang berupa penghasilan, laba usaha, hadiah dari undian, keuntungan karena penjualan, serta deviden.
2.1.1.4 Tata Cara Pemungutan Pajak
Tata cara pemungutan pajak merupakan bagian penting dari penerimaan pajak, dengan demikian Wajib Pajak yang akan membayar pajak bisa mengetahui pajaknya dipungut dengan menggunakan cara seperti apa. Dibawah ini ada beberapa tata cara pemungutan pajak adalah sebagai berikut:
Menurut Mardiasmo (2008:6), mengemukakan bahwa:


“Ada tiga cara dalam melakukan pemungutan pajak:


(1).
Stelsel Pajak


(2).
Asas Pemungutan Pajak

(3).
Sistem Pemungutan Pajak”


Yang mana dibawah ini akan dijelaskan tata cara pemungutan pajak berdasarkan stelsel pajak, asas pemungutan pajak dan sistem pemungutan pajak.
1. Stelsel Pajak

Pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan 3 (Tiga) stelsel:

a. Stelsel Nyata (riel stelsel)
Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan orang yang nyata), sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui.
b. Stelsel Anggapan (fictieve stelsel)
Pengenaan pajak berdasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh Undang-Undang.
c. Stelsel Campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan.
2. Asas Pemungutan Pajak

Asas pemungutan pajak dapat dibagi menjadi 3 (Tiga) yaitu sebagai berikut:

a. Asas Domisili (Asas tempat tinggal)


Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal diwilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri. Asas ini berlaku untuk Wajib Pajak dalam negeri. 

b. Asas Sumber

Negara berhak mengenakakan pajak atas penghasilan yang bersumber diwilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.
c. Asas Kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu Negara.
3. Sistem Pemungutan Pajak 

Sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi 3 (Tiga) yaitu sebagai berikut:
a. Official Assessment System
Adalah suatu sistem pemungutan yang member wewenang kepada pemerintah (fiskus). Untuk menentukan besarnya pajak uang terutang oleh Wajib Pajak.

b. Selft Assessment System
Adalah suatu sistem yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.
c. With Holding System
Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ke tiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.
2.1.1.5 Pengelompokan Pajak

Pajak dapat dikelompokan menjadi beberapa jenis dilihat dari berbagai segi, misalnya dilihat dari segi golongan, pembagian berdasarkan wewenang yang memungut dan pembagian pajak menurut sifatnya. Dimana penggolongan tersebut dapat dilihat sebagai berikut:
Menurut Mardiasmo (2008:5), mengemukakan bahwa:

“Pajak dapat dikelompokan menjadi:
(1).Menurut Golongannya
(2).Menurut Sifatnya
(3).menurut Lembaga Pemungutannya”.

Yang mana dibawah ini akan dijelaskan jenis pengelompokan pajak diatas sebagai berikut:
1. Menurut Golongannya
a. Pajak Langsung

Yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

b. Pajak Tidak Langsung

Yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.
2. Menurut Sifatnya

a. Pajak Subjektif

Yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.
b. Pajak Objektif

Yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

3. Menurut Lembaga Pemungutnya
a. Pajak Pusat

Yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.

b. Pajak Daerah

Yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.
2.1.1.6 Tarif Pajak
Pungutan pajak tidak terlepas dari keadilan. Dengan keadilan dapat menciptakan keseimbangan sosial yang sangat penting untuk kesejahteraan masyarakat. Dalam penetapan tarif harus mendasarkan pada keadilan. Dalam penghitungan pajak yang terutang digunakan tarif pajak. Tarif pajak adalah tarif untuk menghitung besarnya pajak terutang (pajak yang harus dibayar).
Menurut Waluyo (2008:18), mengemukakan bahwa:

“Tarif Pajak dapat dibedakan menjadi:

(1).Tarif Pajak Tetap

(2).Tarif Pajak Proporsional/Sebanding 

(3).Tarif Pajak Progresif
(4).Tarif Pajak Degresif “.

Yang mana dibawah ini akan dijelaskan tarif pajak diatas sebagai berikut:

1. Tarif Pajak Tetap
Dalam tarif pajak tetap ini adalah tarif berupa jumlah yang tetap (sama besarnya) terhadap berapa pun jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak. Oleh karena itu, besarnya pajak yang terutang adalah tetap.

2. Tarif Pajak Proporsional/Sebanding

Tarif pajak proporsional yaitu tarif pajak berupa persentase tetap terhadap jumlah berapapun yang menjadi dasar pengenaan pajak.
3. Tarif Pajak Progresif
Tarif pajak progresif adalah tariff pajak yang persentasenya menjadi lebih besar apabila jumlah yang menjadi dasar pengenaannya semakin besar.

4. Tarif Pajak Degresif
Tariff pajak degresif adalah persentase tariff pajak yang semakin menurun apabila jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak menjadi semakin besar.
2.1.2 Kebijakan dan Sanksi Administrasi

2.1.2.1 Pengertian Kebijakan

Suatu keputusan pemerintah, karena pemerintahlah yang mempunyai wewenang atau kekuasaan untuk mengarahkan masyarakat, dan bertanggung jawab melayani kepentingan umum.
Menurut David Easton, Lasswell dan Kaplan, dan Carl Friedrich. Easton yang dikutip oleh (http://massofa.wordpress.com/), mengemukakan bahwa:

“Menyebutkan kebijakan pemerintah sebagai (kekuasaan mengalokasi nilai-nilai untuk masyarakat secara keseluruhan), Ini mengandung konotasi tentang kewenangan pemerintah yang meliputi keseluruhan kehidupan masyarakat”.
Sedangkan menurut Lasswell dan Kaplan yang dikutip oleh (http://massofa.wordpress.com/), mengemukakan bahwa:

“Kebijakan sebagai sarana untuk mencapai tujuan, menyebutkan kebijakan sebagai program yang diproyeksikan berkenaan dengan tujuan, nilai dan praktek (a projected program of goals, values and practices)”.
Berdasarkan kedua pengertian diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa kebijakan merupakan keputusan pemerintah yang relatif bersifat umum dan ditujukan kepada masyarakat umum dengan melakukan sesuatu, untuk mencapai tujuan.
2.1.2.2 Pengertian Sanksi Adminstrasi
Landasan hukum mengenai sanksi administrasi diatur dalam masing-masing pasal UU KUP, diatur dengan tegas mengenai hak dan kewajiban Wajib Pajak dan hak dan kewajiban fiskus, dalam rangka penegakan hukum pajak (tax law enforcement).

Sanksi administrasi dapat dijatuhkan apabila Wajib Pajak melakukan pelanggaran, terutama atas kewajiban yang ditentukan dalam UU KUP dapat berupa sanksi administrasi bunga, denda, kenaikan.

Menurut Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu (2006:198), mengemukakan bahwa: 
“Pengertian sanksi administrasi dapat berupa:

(1).Denda 

(2).Bunga 

(3).Kenaikan”.

Yang mana dibawah ini akan dijelaskan sanksi administrasi diatas sebagai berikut:

1. Denda

Adalah sanksi adminstrasi yang dikenakan terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan kewajiban pelaporan.
2. Bunga

Adalah sanksi administrasi yang dikenakan terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan kewajiban pembayaran pajak.

3. Kenaikan

Adalah sanksi administrasi yang berupa kenaikan jumlah pajak yang harus dibayar, terhadap pelanggaran berkaitan dengan kewajiban yang diatur dalam ketentuan material.

2.1.3 Kebijakan Penghapusan Sanksi Administrasi (Sunset Policy)
Dengan memperhatikan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyebutkan bahwa Wajib Pajak mempunyai kewajiban untuk mengisi dan menyampaikan surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, jelas, dan menandatanganinya. Walaupun telah dicantumkan sebagai suatu kewajiban yang harus dilaksanakan, kenyataannya masih ada Wajib Pajak yang tidak sepenuhnya melaksanakan kewajiban tersebut. Dengan tetap memperhatikan sistem pemungutan pajak yang berlaku diindonesia, yaitu sistem Self Assessment yang memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang dimungkinkan Wajib Pajak untuk memperbaiki atau membetulkan Surat Pemberitahuan (SPT) apabila ternyata tidak sepenuhnya melaksanakan kewajiban yang disyaratkan.
2.1.3.1 Pengertian Kebijakan Penghapusan Sanksi Administrasi (Sunset Policy)

Kebijakan penghapusan sanksi administrasi (Sunset Policy) merupakan fasilitas penghapusan sanksi Pajak Penghasilan Orang Pribadi atau Badan. Penghapusan tersebut berupa bunga atas kekurangan pembayaran pajak yang dapat dinikmati oleh masyarakat, baik yang belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) maupun yang telah memiliki NPWP pada tanggal 1 januari 2008. Namun, kebijakan ini Cuma bisa dinikmati hingga awal tahun ini saja.
Menurut (http://akuntankita.com/), mengemukakan bahwa:
“Kebijakan Penghapusan Sanksi Administrasi (Sunset Policy) merupakan Kebijakan Penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas kekurangan pembayaran Pajak berdasarkan SPT Tahunan yang disampaikan oleh Wajib Pajak (WP). Kebijakan ini berlaku khusus untuk SPT Tahunan PPh (Pajak Penghasilan) saja. Sedangkan untuk jenis yang lain seperti PPN dan PPh pasal 21 atau PPh pasal 23/26 tidak mendapat fasilitas ini”.

Sedangkan Menurut (http://kolomsebelas.blogspot.com/), mengemukakan bahwa: 
“Kebijakan penghapusan sanksi administrasi (Sunset Policy) adalah kebijakan yang diamanatkan Pasal 37A Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) beserta peraturan pelaksanaannya”.
Dan menurut (http://www.thegeom.com/), mengemukakan bahwa:

“Kebijakan penghapusan sanksi administrasi (Sunset Policy) merupakan fasilitas penghapusan sanksi Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi atau Badan berupa bunga atas kekurangan pembayaran pajak yang sebaiknya dimanfaatkan oleh masyarakat baik yang sudah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau belum”.
Berdasarkan ketiga pengertian diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa Kebijakan penghapusan sanksi administrasi (Sunset Policy) merupakan kebijakan untuk mempermudah Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan cara memberikan penghapusan sanksi administrasi bagi Wajib Pajak yang melakukan pembetulan atas SPT Tahunan untuk tahun pajak sebelum tahun 2007 bagi yang sudah memiliki NPWP, sedangkan mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak bagi yang belum mempunyai NPWP dan hanya membebaskan wajib pajak terhadap satu dari tiga sanksi administrasi perpajakan, yakni hanya bebas dari sanksi (i) bunga. Sementara sanksi berupa (ii) denda dan (iii) kenaikan nilai pajak yang ditagih tidak dihapuskan. Adapun sanksi bunga diberlakukan adalah dua persen per bulan. Dan hanya untuk SPT Tahunan PPh (Pajak Penghasilan) saja. Sedangkan untuk jenis yang lain seperti PPN dan PPh pasal 21 atau PPh pasal 23/26 tidak mendapat fasilitas ini.
2.1.3.2 Tata Cara Penghapusan Sanksi Administrasi

Berdasarkan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak SE-33/PJ/2008 menerangkan tentang tata cara penghapusan sanksi administrasi antara lain adalah sebagai berikut:
1. Sistem menampilkan daftar Wajib Pajak yang menyampaikan SPT Tahunan PPh/Pembetulan SPT Tahunan PPh dengan fasilitas Sunset Policy
2. Account Representative/Pelaksana Seksi PPh Badan/Pelaksana Seksi PPh OP melakukan penghitungan sanksi yang dihapuskan

3. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi/Kepala Seksi PPh Badan/Kepala Seksi PPh OP meneliti kebenaran penghitungan penghapusan sanksi yang akan dicantumkan dalam surat ucapan terima kasih

4. Account Representative/Pelaksana Seksi PPh Badan/Pelaksana Seksi PPh OP tidak memproses penerbitan STP sanksi bunga atas penyampaian SPT Tahunan PPh/Pembetulan SPT Tahunan PPh terhadap Wajib Pajak dalam daftar.
2.1.3.3 Persyaratan Kebijakan Penghapusan Sanksi Administrasi (Sunset Policy)
Berdasarkan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak SE-34/PJ/2008 tentang penegasan pelaksanaan Pasal 37A Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan beserta ketentuan pelaksanaan perpajakannya menerangkan persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan fasilitas kebijakan penghapusan sanksi administrasi (Sunset Policy) antara lain adalah sebagai berikut:
“(1).
Persyaratan untuk Wajib Pajak baru:

a. Secara sukarela mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak dalam tahun 2008;
b. Tidak sedang dilakukan pemeriksaan Bukti Permulaan, penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di pengadilan atas tindak pidana dibidang perpajakan;

c. Menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Tahun Pajak 2007 dan sebelumnya terhitung sejak memenuhi persyaratan subjektif dan objektif paling lambat tanggal 31 Maret 2009; dan

d. Melunasi seluruh pajak yang kurang dibayar yang timbul sebagai akibat dari penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebelum Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan disampaikan.
(2).
Persyaratan untuk Wajib Pajak lama:

a.
Telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak sebelum tanggal 1 Januari 2008;

b.
Terhadap Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang dibetulkan belum diterbitkan Surat Ketetapan Pajak;

c.
Terhadap Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang dibetulkan belum dilakukan pemeriksaan atau dalam hal sedang dilkukan pemeriksaan, Pemeriksa Pajak belum menyampaikan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan;

d.
Telah dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan, tetapi Pemeriksaan Bukti Permulaan tersebut tidak dilanjutkan dengan tindakan penyidikan karena tidak ditemukan adanya Bukti Permulaan tentang tindak pidana di bidang perpajakan;
e.
Tidak sedang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan, penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di pengadilan atas tindak pidana dibidang perpajakan;
f.
Menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Tahun Pajak 2006 dan sebelumnya paling lambat tanggal 31 Desember 2008; dan

g.
Melunasi seluruh pajak yang kurang dibayar yang timbul sebagai akibat dari penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebelum Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak penghasilan disampaikan.

h.
Dalam hal Wajib Pajak membetulkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang sedang dilakukan pemeriksaan yang juga meliputi jenis pajak lainnya, maka pemeriksaan tersebut dihentikan kecuali untuk pemeriksaan terhadap Surat Pemberitahuan atas pajak lainnya yang menyatakan lebih bayar; atau pemeriksaan tersebut tetap dilanjutkan berdasarkan pertimbangan Direktur Jenderal Pajak;
i.
Dalam hal Wajib Pajak membetulkan Surat Pemberitahuan pemeriksaan, namun atas Surat Pemberitahuan jenis pajak lainnya untuk periode yang sama sedang dilakukan pemeriksaan, maka pemeriksaan tersebut dihentikan kecuali untuk pemeriksaan terhadap Surat Pemberitahuan atas pajak lainnya yang menyatakan lebih bayar; atau pemeriksaan tersebut tetap dilanjutkan berdasarkan pertimbangan Direkur Jenderal Pajak.

j.
Dalam hal Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang di betulkan menyatakan lebih bayar, pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan dianggap sebagai pencabutan atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang tercantum dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang dibetulkan”. 
Berdasarkan Persyaratan kebijakan penghapusan sanksi administrasi (Sunset Policy) tersebut maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa persyaratannya tersebut berlaku bagi Wajib Pajak yang baru yang secara sukarela untuk memperoleh NPWP ataupun Wajib Pajak lama yang sudah mempunyai NPWP dengan ketentuan yang sama yaitu menyampaikan SPT Tahunan Tahun Pajak sebelum tahun 2007.
2.1.3.4
Manfaat Kebijakan Penghapusan Sanksi Administrasi (Sunset Policy)
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.03/2008 memberikan fasilitas berupa kebijakan penghapusan sanksi administrasi (Sunset Policy), dimana didalamnya terdapat keuntungan bagi Wajib Pajak yang memanfaatkan fasilitas tersebut, diantaranya sebagai berikut:

1. Tidak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga

2. Tidak dilakukan pemeriksaan, kecuali SPT yang disampaikan menjadi Lebih Bayar atau dikemudian hari ditemukan data atau keterangan lain yang ternyata belum dilaporkan di SPT tersebut

3. Apabila wajib Pajak sedang diperiksa dan belum disampaikan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP), pemeriksa akan dihentikan

4. Data dan atau informasi yang tercantum dalam SPT Tahunan PPh terkait dengan pemanfaatan Kebijakan penghapusan sanksi administrasi (Sunset Policy) tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk menerbitkan surat ketetapan pajak atas jenis pajak lainnya.
2.1.3.5
Tata Cara Pelaporan Kebijakan Penghapusan Sanksi Administrasi (Sunset Policy)
Berdasarkan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE-33/PJ/2008 menerangkan tentang tata cara pelaporan kebijakan penghapusan sanksi administrasi (Sunset Policy) antara lain adalah sebagai berikut:
1. Pengadministrasian Pelaporan Pelaksanaan Kebijakan Penghapusan Sanksi Administrasi (Sunset Policy):
Kepala Kantor Palayanan Pajak melakukan monitoring atas pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebelum tahun 2007 dari Wajib Pajak yang telah terdaftar sebelum tahun 2008 dan penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi tahun2007 dan sebelumnya dari Wajib Pajak yang mendaftar secara sukarela pada tahun 2008, dengan menggunakan formulir sebagaimana dalam lampiran III-1, lampiran III-1.1, lampiran III-2, dan lampiran III-2.1 Surat Edaran Direktur Pajak, dengan tata cara sebagai berikut:
a. Kepala Seksi Pelayanan atau Kepala Seksi TUP (Tata Usaha Perpajakan) menugaskan pada pelaksan Seksi Pelayanan atau Seksi TUP untuk menyiapkan Laporan Triwulan.

b. Pelaksanaan Seksi Pelayanan atau Pelaksanaan TUP menyiapkan konsep Laporan Triwulan.
c. Kepala Seksi Pelayanan atau Kepala Seksi TUP meneliti dan memaraf konep Laporan Triwulan.

d. Laporan Triwulan disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah atasan dengan tembusan kepada Direktur Potensi Kepatuhan dan Penerimaan melalui Sub Bagian Umum (SOP) Tata Cara Penyampaian Dokumen KPP.
2. Selain tata cara sebagai mana dimaksud dengan nomor 1 diatas, KPP atau Kantor Wilayah memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Laporan Triwulan disampaikan oleh Kantor Pelayanan Pajak kepada Kepala Kantor Wilayah atasannya dengan tembusan kepada Drektur Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan, dengan ketentuan:

1).
Periode Juni 2008 agar dilaporkan paling lambat tanggal 31 Juli 2008.

2).
Periode Juli sampai dengan September 2008 dilaporkan paling lambat tanggal 15 Oktober 2008.

3). Periode Oktober sampai dengan Desember 2008 dilaporkan paling lambat tanggal 15 Januari 2009.

4). Periode Januari sampai dengan maret 2009 dilaporkan paling lambat tanggal 15 April 2009.

b.
Laporan pelaksanaan Kebijakan Penghapusan Sanksi Administrasi (Sunset Policy) dikompilasi secara regional paling lambat 15 April 2009.

c.
Kantor Wilayah bertanggungjawab untuk melakukan monitoring pelaksanaan dan pelaporan pelaksanaan Kebijakan Penghapusan Sanksi Administrasi (Sunset Policy) oleh Kantor Pelayanan Pajak diwilayahnya.

d.
Laporan Pelaksanaan Kebijakan Penghapusan Sanksi Administrasi (Sunset Policy) dikompilasi secara nasional oleh Direktorat Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan.
e.
Para Eselon II Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak sebagai supervisor Kantor Wilayah memantau pelaksanaan Kebijakan Penghapusan Sanksi Administrasi (Sunset Policy).
2.14 Wajib Pajak Orang Pribadi
2.1.4.1
Pengertian Wajib Pajak


Pajak merupakan peranan penting untuk pembiayaan pembangunan, dimana Wajib Pajak merupakan bagian dari penerimaan pajak tersebut. Dengan kata lain tidak akan ada pajak apabila tidak ada Wajib Pajak.

Menurut Waluyo (2008:23), mengemukakan bahwa:

“Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.
Sedangkan menurut Siti Resmi (2008:21), mengemukakan bahwa:

“Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.

Berdasarkan kedua pengertian diatas maka penulis mengambil kesimpulan bahwa Wajib Pajak merupakan subjek pajak yang dikenakan kewajiban untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, dimana kewajiban tersebut adalah kewajiban untuk membayar pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
2.1.4.2 Pengertian Wajib Pajak Orang Pribadi
Wajib Pajak merupakan bagian penting dalam penerimaan pajak. Salah satunya yaitu Wajib Pajak Orang Pribadi yang mempunyai peranan penting dalam pemenuhan kewajiban perpajakan.
Menurut (http://www.pajakpribadi.com/), mengemukakan bahwa:

“Wajib Pajak Orang Pribadi adalah orang yang memperoleh penghasilan baik sebagai seorang direktur dari satu, beberapa, atau bahkan ratusan perusahaan atau seorang pemegang saham atau komisaris atau pegawai menengah atau pegawai rendah atau pekerja mandiri seperti dokter, notaris, pengacara”.
Wajib Pajak Orang Pribadi merupakan orang yang memperoleh penghasilan diatas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang dikenakan kewajiban untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, dimana kewajiban tersebut adalah kewajiban untuk membayar pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
2.1.4.3 Hak dan Kewajiban Wajib Pajak

Dari Pengertian Wajib Pajak diatas maka muncul hak dan kewajiban Wajib Pajak yang pelaksanaannya diatur dalam Undang-Undang perpajakan.
1. Hak Wajib Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 yang dikutip oleh Siti Resmi (2008:25), mengemukakan bahwa:
“Hak-hak Wajib Pajak adalah sebagai berikut:

1. Melaporkan beberapa masa pajak dalam 1 (satu) Surat Pembetulan Masa.

2. Mengajukan surat keberatan dan banding bagi Wajib Pajak dengan kriteria tertentu.

3. Memperpanjang jangka waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan untuk paling lama 2 (dua) bulan dengan cara menyampaikan pemberitahuan secara tertulis atau dengan cara lain kepada Direktorat Jenderal Pajak.
4. Membetulakan Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis, dengan syarat Direktorat Jenderal Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan.
5. Mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.

6. Mengajukan keberatan kepada Direktorat Jenderal Pajak atas suatu:

a. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar;

b. Surat Ketetapan Pajak Kurang bayar Tambahan;

c. Surat Ketetapan Pajak Nihil;

d. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar; atau 

e. Pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

7. Mengajukan permohonan banding kepada Badan Peradilan Pajak atas Surat Keputusan Keberatan.

8. Mengajukan keberatan kepada Direktorat Jenderal Pajak atas suatu:

a. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar;

b. Surat Ketetapan Pajak Kurang bayar Tambahan;

c. Surat Ketetapan Pajak Nihil;

d. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar; atau 

e. Pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

9. Mengajukan permohonan banding kepada Badan Peradilan Pajak atas Surat Keputusan Keberatan.

10. Menunjukan seorang kuasa dengan cara kuasa khusus untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

11. Memperoleh pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan pelunasan kekurangan pembayaran pajak dalam hal Wajib Pajak tahun pajak 2007, yang mengakibatkan pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar dan dilakukan paling lama jangka waktu 1 (satu) tahun setelah berlakunya UU Nomor 28 tahun 2007”.

Berdasarkan hak-hak Wajib Pajak diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa apabila Wajib Pajak berpendapatan bahwa jumlah rugi, jumlah pajak, dan jumlah pemotongan atau pemungutan pajak tidak sebagaimana mestinya maka Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan dan banding, mengajukan permohonan penghapusan dan pengurangan sanksi serta pembetulan SUrat Ketetapan yang salah dan hak-hak lainnya yaitu memberikan kuasa kepada orang lain untuk melaksanakan kewajiban perpajakan.
2.
Kewajiban Wajib Pajak

Sedangkan kewajiban Wajib Pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 yang dikutip oleh Siti Resmi (2008:24), mengemukakan bahwa:

“Kewajiban Wajib Pajak adalah sebagai berikut:
1. Mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak apabila telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif.

2.  Melaporkan usahanya pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan pengusaha dan tempat kegiatan usaha dilakukan untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak.
3. Mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka arab, satuan mata uang rupiah, serta menandatangani dan menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
4. Menyampaikan Surat Pemberitahuan dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan satuan mata uang selain rupiah yang diizinkan, yang pelaksanaannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

5. Membayar dan menyetor pajak yang terutang dengan menggunakan Surat Setoran Pajak ke kas negara melalui tempat pembayaran yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

6. Membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak.

7. Menyelenggarakan pembukuan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan, dan melakukan pencatatan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.

8. a.
Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak;

b.
Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau.

c.
Memberikan keterangan lain yang diperlukan apabila diperiksa”.

Berdasarkan kewajiban Wajib Pajak diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa Wajib Pajak yang mempunyai penghasilan diatas PTKP, maka Wajib Pajak tersebut mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan diri ke KPP serta menghitung dan membayar sendiri besarnya pajak terutang untuk kewajiban yang lainnya yang harus dipenuhi oleh Wajib Pajak yaitu Wajib Pajak harus menyeleggarakan pembukuan dan pencatatan dan jika dilakukan pemeriksaan Wajib Pajak wajib meminjamkan dokumen-dokumen, catatan-catatan dan buku-buku yang berhubungan dengan pemeriksaan.
2.1.5 Tingkat Kepatuhan
2.1.5.1 Pengertian Tingkat Kepatuhan


Kondisi perpajakan yang menuntut keikutsertaan aktif Wajib Pajak dalam menyelenggarakan perpajakannya membutuhkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak yang tinggi. Yaitu, tingkat kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yang sesuai dengan kebenarannya. Karena sebagian besar pekerjaan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan itu dilakukan oleh Wajib Pajak, bukan fiskus selaku pemungut pajak. Sehingga tingkat kepatuhan diperlukan dalam self assessment system, dengan tujuan pada penerimaan pajak yang optimal.
Menurut Safri Nurmantu yang dikutip oleh Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu (2006:110), mengemukakan bahwa:
“Kepatuhan Wajib Pajak yaitu kepatuhan perpajakan yang didefinisikan  sebagai suatu keadaan di mana Wajb Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya”.
Sedangkan menurut Norman D. Noak yang dikutip oleh Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu (2006:110), mengemukakan bahwa:
“1.
Wajib Pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

2. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas.
3. Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar.

4. Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.
Dari kedua pengertian diatas penulis mengambil kesimpulan bahwa tingkat kepatuhan merupakan kesadaran yang timbul dalam diri Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan sesuai Undang-Undang Perpajakan yang berlaku.
2.1.5.2 Jenis Kepatuhan

Dilihat dari pengertian kepatuhan diatas, maka kepatuhan Wajib Pajak dapat dikelompokan dalam jenis kepatuhan.
Menurut Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu (2006:110), mengemukakan bahwa:
“Ada dua jenis kepatuhan, yaitu:

1. Kepatuhan Formal adalah suatau keadaan di mana Wajib Pajak menenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perpajakan.
2. Kepatuhan material adalah suatu keadaan di mana Wajib Pajak secara substantive atau hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa Undang-Undang Perpajakan. Kepatuhan material dapat juga meliputi kepatuhan formal”.
Dari pengertian diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa kepatuhan formal Wajib Pajak biasanya meliputi pengawasan terhadap ketertiban pembayaran dan pelaporan kewajiban perpajakan masa dan tahunan. Sedangkan kepatuhan material Wajib Pajak biasanya memenuhi semua ketentuan material perpajakan dimana didalamnya mencakup pemanfaatan data internal dan eksternal yang berkaitan dengan Wajib Pajak dan hal tersebut sangat diperlukan dalam rangka intensifikasi Wajib Pajak.
2.1.5.3 Kriteria Wajib Pajak Patuh 
Wajib Pajak patuh memiliki kriteria sendiri dibandingkan Wajib Pajak tidak patuh, yang bertujuan untuk memudahkan petugas pajak mengetahui Wajib Pajak yang patuh.
Menurut Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu (2006:111), mengemukakan bahwa:

“(1).
Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) untuk semua jenis pajak dalam dua tahun terakhir.

(2).
Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
(3).
Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana dibidang perpajakan dalam  jangka waktu sepuluh tahun terakhir.
(4).
Dalam hak pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir diaudit oleh Akuntan Publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi fiscal. Laporan auditnya harus disusun dalam bentuk panjang yang menyajikan rekonsiliasi laba rugi komersial dan fiskal. Dalam hal Undang-Undang Perpajakan laporan keuangannya tidak diaudit oleh Akuntan Publik, disyaratkan untuk memenuhi ketentuan tersebut”. 
Dari kriteria Wajib Pajak patuh diatas dapat penulis simpulkan bahwa Wajib Pajak Patuh tidak hanya tepat dalam penyampaian SPT saja, akan tetapi lebih diutamakan Wajib Pajak tersebut sebelumnya belum pernah melakukan tidak pidana perpajakan, serta tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak yang memeriksanya harus diaudit oleh Akuntan Publik.
2.1.5.4 Penetapan dan Pencabutan Wajib Pajak Patuh
Penetapan Wajib Pajak Patuh akan terjadi apabila Wajib Pajak memenuhi kriteria Wajib Pajak Patuh yang telah ditentukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Sedangkan pencabutan Wajib Pajak Patuh melakukan tindak pidana dibidang perpajakan.
1. Penetapan Wajib Pajak Patuh

Penetapan Wajib Pajak Patuh yang bersumber dari Direktorat Jenderal Pajak (http:/www.pajak.go.id/), mengemukakan bahwa:

“Penetapan Wajib Pajak Patuh dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP setelah menerima daftar nominatif Wajib Pajak Patuh dari Kantor Pelayanan Pajak paling lambat akhir bulan Januari dan mengirimkan penetapan Wajib Pajak Patuh kepada: (a). Kepala KPP tempat Wajib Pajak domisili terdaftar, (b). Kepala KPP tempat Wajib Pajak lokasi terdaftar, dan (c). Kepala Kantor Wilayah atasan KPP tempat Wajib Pajak lokasi terdaftar”.
Berdasarkan penetapan Wajib Pajak Patuh diatas, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa Wajib Pajak Patuh yang telah memenuhi kriteria sebagai Wajib Pajak Patuh dapat dilakukan penetapan sebagai Wajib Pajak Patuh yang dilakukan oleh Kepala Kntor Wilayah DJP yang telah tertulis dalam daftar nominatif sebagai Wajib Pajak Patuh di KPP tempat Wajib Pajak tersebut terdaftar paling lambat akhir bulan Januari dan penetapan Wajib Pajak Patuh tersebut hanya berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahuan sejak ditetapkannya sebagai Wajib Pajak Patuh.
2. Pencabutan Wajib Pajak Patuh
Pencabutan Wajib Pajak Patuh yang bersumber dari Direktorat Jenderal Pajak (http:/www.pajak.go.id/), mengemukakan bahwa:

“Pencabutan Wajib Pajak Patuh dilakukan apabila Surat Penetapan Wajib Pajak Patuh dicabut oleh Kepala Kantor Wilayah setelah mempertimbangkan usulan Kepala Kantor Pelayanan Pajak, dalam hal memenuhi criteria pembatalan yaitu: (a).. Terhadap Wajib Pajak tersebut dilakukan tindakan penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan, (b). Wajib Pajak terlambat menyampaikan SPT Masa lebih dari 3 (tiga) masa pajak untuk semua jenis pajak, (c). Dalam hal Wajib Pajak terlambat menyampaikan SPT Masa tidak lebih 3 (tiga) masa pajak, terdapat penyampaian SPT Masa yang lewat dari batas waktu penyampaian SPT Masa masa pajak berikutnya, (d). Wajib Pajak terlambat menyampaikan SPT Masa untuk 2 (dua) masa pajak atau lebih berturut-turut untuk semua jenis pajak, (e). Dalam suatu masa pajak, ternyata tidak memenuhi kriteria tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka Waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sejak masa pajak yang bersangkutan”.
Berdasarkan pencabutan Wajib Pajak Patuh diatas penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa pencabutan Wajib Pajak Patuh dilakukan apabila Kepala Kantor Wilayah DJP mencabut Surat Penetapan Wajib Pajak Patuh dan telah memenuhi kriteria pembatalan yang didalamnya mencakup penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan terhadap Wajib Pajak yang bersangkutan dan Wajib Pajak tersebut tidak lagi memenuhi kriteria sebagai Wajib Pajak Patuh.
2.1.6
Hubungan Kebijakan Penghapusan Sanksi Administrasi (Sunset Policy) dengan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Berdasarkan teori yang telah diuraikan diatas, maka penulis mengambil kesimpulan bahwa penerapan Kebijakan Penghapusan Sanksi Administrasi (Sunset Policy) yang merupakan salah satu jenis pengampunan pajak, memiliki pengaruh terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, hal ini sesuai dengan kutipan dari Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu (2006:137), mengemukakan bahwa:
“Tax Amnesties merupakan kebijakan pemerintah di bidang perpajakan yang memberikan penghapusan pajak yang seharusnya terutang dengan membayar tebusan dalam jumlah tertentu yang bertujuan untuk memberikan tambahan penerimaan pajak dan kesempatan bagi Wajib Pajak yang tidak patuh menjadi Wajib Pajak patuh. Sehingga diharapkan akan mendorong peningkatan kepatuhan sukarela Wajib Pajak dimasa yang akan datang”.
Kebijakan Penghapusan Sanksi Administrasi (Sunset Policy) merupakan Tax Amnesties dengan tingkat yang paling rendah, dengan demikian penulis mengambil teori penghubung mengenai Tax Amnesties dan tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
2.2
Kerangka Pemikiran 

Suatu negara pada umumnya bertujuan untuk mensejahterakan rakyatnya, salah satu cara yang dilakukan pemerintah Indonesia untuk mencapai tujuan tersebut adalah dengan dilakukannya pembiayaan pembangunan diberbagai sektor kehidupan dan sumber utama pembiayaan pembangunan tersebut adalah berasal dari pajak.
Pajak merupakan iuran yang dipungut oleh negara baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah berdasarkan atas Undang-undang serta aturan pelaksanaan pemungutan pajak mengisyaratkan adanya alih dana dari sektor swasta (Wajib Pajak yang membayar pajak) ke sektor negara (pemungut pajak pemerintah) dan diperuntukan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintah, baik rutin maupun pembangunan.
Menurut Waluyo (2008:2), mengemukakan bahwa:

“Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi-kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelengarakan pemerintahan”.

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. 

Sejarah perpajakan di Indonesia mengalami perubahan mendasar pada asas perpajakan dianut dari Official Assessment System menjadi Self Assessment System. Secara sederhana Official Assessment System berarti Wajib Pajak menaati berapa besarnya pajak yang harus dibiayainya berdasarkan penetapan pajak dari aparat pajak (fiskus). Berbeda dengan Self Assessment System, dimana Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, membayar dan melaporkan pajaknya sendiri. Aparat pajak idealnya hanya menanti pelaporan dan menerapkan ketentuan hukum bagi siapa saja yang tidak taat pada peraturan hukum. Sepanjang dirasa tidak ada alasan yang cukup maka diasumsikan apa yang dilaporkan oleh Wajib Pajak sudah mencerminkan apa yang dilaporkan dan dibayarkan.
Jika ada fiskus atau pemerintah yang memungut pajak maka ada Wajib Pajak yang dipungut pajak, yang dalam pelaksanaannya menyelenggarakan perpajakannya membutuhkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak dan tingkat kepatuhan ini diperlukan dalam Self Assessment System dengan tujuan bisa meningkatkan penerimaan pajak yang optimal.

Tingkat Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan serta sukarela merupakan tulang punggung sistem self assessment, dimana Wajib Pajak bertanggungjawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajaknya tersebut.
Dalam Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 sebagai perubahan UU No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) diundangkan, banyak yang memperhatikan ketentuan dalam pasal 37A dimana kebijakan ini merupakan versi mini dari program pengampunan pajak yang diminta kalangan usaha. Meski belum mampu memuaskan semua pihak tetapi kebijakan yang lebih dikenal dengan nama Sunset Policy ini telah menimbulkan kelegaan bagi banyak pihak. Dimana UU Nomor 6 Tahun 1983 stdtd UU Nomor 28 tahun 2007, mengemukakan bahwa:

“Ayat (1)

Wajib Pajak yang menyampaikan pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebelum Tahun Pajak 2007, yang mengakibatkan pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar dan dilakukan paling lama dalam jangka waktu satu tahun setelah berlakunya Undang-Undang ini, dapat diberikan penguragan atau penghapusan sanksi admnistrasi berupa bunga atas keterlambatan pelunasan kekurangan pembayaran pajak yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan,
Ayat (2)

Wajib Pajak Orang Pribadi yang secara sukarela mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak paling lama 1 (satu) tahun setelah berlakunya Undang-Undang KUP diberikan penghapusan sanksi administrasi atas pajak yang tidak atau kurang dibayar untuk Tahun Pajak sebelum diperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak dan tidak dilakukan pemeriksaan pajak, kecuali terdapat data atau keterangan yang menyatakan bahwa Surat Pemberitahuan yang disampaikan Wajib Pajak tidak benar atau menyatakan lebih besar”.

Sejak diberlakukannya kebijakan Sunset Policy ini, seluruh masyarakat baik Orang Pribadi atau Badan dapat memanfaatkan fasilitas tersebut dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Orang Pribadi yang belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), yang dalam tahun 2008 secara sukarela mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP dan menyampaikan SPT Tahunan PPh untuk tahun pajak 2007 dan tahun-tahun pajak sebelumnya paling lambat 31 Maret 2009.

2. Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan yang telah memiliki NPWP sebelum tahun 2008, yang menyampaikan pembetulan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2006 dan tahun-tahun pajak sebelumnya untuk melaporkan penghasilan yang belum diperhitungkan dalam pelaporan SPT Tahunan PPh yang telah disampaikan.
Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang  Sunset Policy mengemukakan bahwa:

“Sunset Policy merupakan kebijakan pemberian fasilitas perpajakan, yang berlaku hanya di tahun 2008, dalam bentuk penghapusan sanksi administrasi perpajakan berupa bunga yang diatur dalam Pasal 37A”

Bersumber dari Direktorat Jenderal Pajak (http:/www.pajak.go.id/), mengemukakan bahwa:

“Kebijakan penghapusan sanksi administrasi (Sunset Policy) merupakan pengampunan pajak yang terbatas pada sanksi administrasi berupa bunga yang tidak akan dikenakan apabila Wajib Pajak yang berhak menyampaikan Surat Pemberitahuan tertentu”.

Sedangkan menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.03/2008, mengemukakan bahwa:
(1) Tidak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga,
(2) Tidak dilakukan pemeriksaan, kecuali SPT lebih bayar atau terdapat data/keterangan lain,
(3) Apabila sedang dilakukan pemeriksaan tetapi belum disampaikan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) maka pemeriksaan tersebut dapat dihentikan,
(4) Data/informasi tambahan dalam rangka pelaksanaan sunset policy tidak digunakan untuk penetapan pajak lainnya.
Berdasarkan kedua pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kebijakan penghapusan sanksi administrasi (Sunset Policy) merupakan kebijakan untuk mempermudah Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan cara memberikan penghapusan sanksi administrasi bagi Wajib Pajak yang melakukan pembetulan atas SPT Tahunan untuk tahun pajak sebelum tahun 2007 bagi yang sudah memiliki NPWP, sedangkan mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak bagi yang belum mempunyai NPWP.
Kondisi perpajakan yang menuntut keikutsertaan aktif Wajib Pajak dalam menyelenggarakan perpajakannya membutuhkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak yang tinggi. Yaitu, tingkat kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yang sesuai dengan kebenarannya. Karena semakin besar pekerjaan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan itu dilakukan oleh Wajib Pajak, bukan fiskus selalu pemungut pajak. Sehingga tingkat kepatuhan diperlukan dalam Self Assessment System, dengan tujuan dapat meningkatkan pendapatan pajak yang optimal.        

Menurut Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu (2006:112), mengemukakan bahwa:
“Kepatuhan perpajakan adalah tindakan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara”.
Selanjutnya menurut Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu (2006:111), dalam kriteria kepatuhan mengemukakan bahwa:

“(1).  Tepat waktu dalam menyampaikan SPT
  (2).  Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak
           (3).  Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana
       dibidang perpajakan
  (4).  Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik”.

Berdasarkan kedua pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa tingkat kepatuhan merupakan kesadaran yang timbul dalam diri Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dalam penyampaian Surat Pemberitahuan sesuai dengan Undang-undang perpajakan yang berlaku.
Berdasarkan teori yang telah diuraikan diatas, maka penulis mengambil kesimpulan bahwa kebijakan penghapusan sanksi administrasi (Sunset Policy) yang merupakan salah satu jenis pengampunan pajak, memiliki pengaruh terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak, dengan kutipan dari Danny Darussalam (http:/www.dannydarussalam.com/), mengemukakan bahwa:

 “Undang-Undang No.28/2007 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan (Undang-Undang KUP) telah disahkan pada 19 Juni 2007, yang berlaku mulai 2008. Undang-Undang tersebut merupakan perubahan ketiga atas UU No.6/1983. UU No.28/2007 tentang kebijakan penghapusan sanksi administrasi (Sunset Policy) yang memberikan semacam insentif dalam rangka meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dengan cara mendorong Wajib Pajak Orang Pribadi untuk mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak dalam 2008”.




       
Oleh karena itu, tingkat kepatuhan Wajib Pajak akan meningkat apabila kebijakan penghapusan sanksi administrasi (Sunset Policy) berjalan dengan baik. Dengan kata lain, diharapkan dengan adanya kebijakan penghapusan sanksi administrasi (Sunset Policy) tersebut Wajib Pajak Orang Pribadi atau Wajib Pajak Badan dapat memanfaatkan fasilitas tersebut dengan baik guna mendapatkan kemudahan dalam melakukan kewajiban perpajakannya dengan lebih meningkatkan tingkat kepatuhannya.
Karena itu dari pemikiran diatas, penulis ingin meneliti bagaimana pengaruh kebijakan penghapusan sanksi administrasi (Sunset Policy) yang dilakukan oleh pemerintah dengan usaha untuk meningkakan penerimaan jumlah pajak dan tingkat kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak. Dibawah ini merupakan penelitian yang pernah dilakukan mengenai:
Tabel 2.1
Penelitian dan Referensi yang berkaitan dengan 

Kebijakan Penghapusan Sanksi Administrasi (Sunset Policy) terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
	No
	Penulis
	Judul
	Kesimpulan
	Perbedaan
	Kesamaan

	1.

2.
	Sekti Widihartanto

Nenden Sumiyati
	Pengaruh keikutsertaan Wajib Pajak dalam program The Arkansas Tax Penalty Amnesty Program terhadap kepatuhan Wajib Pajak

Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Badan atas Sunset Policy terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Bandung Cibeunying
	Hasil Penelitian menunjukan bahwa keikutsertaan Wajib Pajak dalam program The Arkansas Tax Penalty Amnesty Program berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak

Hasil Penelitian menunjukan bahwa Persepsi Wajib Pajak badan atas Sunset Policy berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
	Tidak terkait dengan kebijakan penghapuan sanksi administrasi (Sunset Policy), sehingga terdapat perbedaan  pada variabel independent.
Terdapat pebedaan indikator karena dalam penelitian yang dilakukan oleh Nenden Sumiyati menekankan juga pada Sunset Policy guna meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.
	Terdapat persamaan yaitu sama -sama membahas tentang kepatuhan Wajib Pajak.
Terdapat persamaan antara variabel independent dan variabel independent.




Dengan melandaskan pada pendapat para ahli, teori-teori yang relevan dan berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka dapat dilakukan paradigma sebagai berikut:
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Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran
2.3 
Hipotesis

Pengertian hipotesis menurut Umi Narimawati (2008:20), adalah: 
1.
Merupakan ungkapan berupa jawaban sementara atas masalah penelitian yang diturunkan dari kerangka pemikiran.

2. 
Jawaban sementara terhadap masalah penelitian yang kebenarannya harus di uji secara empiris melalui suatu analisis (berdasarkan data dilapangan).

3.
Kesimpulan yang sifatnya masih sementara perlu di uji secara empiris melalui suatu analisis (berdasarkan data di lapangan).



        
Bedasarkan kerangka pemikiran diatas, maka penulis dapat mengajukan hipotesis sebagai berikut: “Kebijakan Penghapusan Sanksi Administrasi (Sunset Policy) berpengaruh secara signifikan terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi”.
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Pasal 37A: 
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Hipotesis: Pengaruh Kebijakan Penghapusan Sanksi Administrasi (Sunset Policy) Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi








